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BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI KONAWE,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 353,
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
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Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2004 tcntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Unaang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambzahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495};
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten
Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pecraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Inodonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015
Nomeor 139).

Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al Qur’an
bagi Umat Islam.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN

TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4
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Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;

Bupati adalah Bupati Konawe;

DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat olch Kepala Desa terdirt
atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD,
khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh
wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainya;

Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pcmilihan adalah Panitia yang dibentuk olch BPD untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;

Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah
warga masyarakat dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Konawe yang
mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa;

. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon

yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak
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dipilih menjadi Kepala Desa;

Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih
adalah Calon Kepala Desa yang meperoleh suara terbanyak dan
ditetapkan Panitia Pemilihan;

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentuy;
Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala
Desa;

Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap
pilihanya;

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenaranya serta ditambah dengan pemilih baru;

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah
daftar pemilih yan disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena
yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar
pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar
penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemmhan
Kepala Desa;

Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah foto calon atau yang berupa
gambar;

Tempat Pemungutan Suara yang selanjtunya disebut TPS adalah
tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia
Pemilihan menghitung perolehan suara calon;

Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan
untuk mendapatkan Bakal Calon;

. Penyaringangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan

unuk mendapatkan calon;
Hari adalah hari kerja.

BAR II
JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa serta bersifat
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :
a. Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang;
b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.



Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di
seluruh wilayah Kabupaten Konawe.

(2) Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pemilihan Kepala Desa yang
dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan
pengelompokan jumlah desa berdasarkan waktu berakhir masa jabatan
dan kemampuan biaya pemilihan.

(3) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3
(tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk
Penjabat Kepala Desa.

(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang
berhenti dan/atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 6

(1) Bupati menunjuk Instansi Teknis yang menangani Desa sebagai Ketua
Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati.
(2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas meliputi:
a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua
tahapan pelaksanakan pemilihan tingkat Kabupaten dan Desa.
b. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada panitia pemilihan di
Desa terhadap persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
c. Mengkoordinasikan penetapan jadwal pemilihan Kepala Desa
serentak di Kabupaten Konawe.
d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa
serentak di kabupaten Konawe.
e. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pemilihan, dan
f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan

Pasal 7

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :

a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan
yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
tembusanya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan DPMD;

b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;

c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir
masa jabatan;

d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada
Bupati melalui DPMD yang diketahui Camat dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan

e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilhan

Pasal 8

(1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh
Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat
Desa dan keterwakilan Perempuan.

(3) Pembentukan dan usulan penetapan nama Anggota Panitia Pemilihan
dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati
melalui Camat dan ditembuskan kepada DPMD.

(5) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama S (lima) hari Panitia
Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.

(6) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 9

(1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3), berjumlah ganjil/gasal terdiri dari 7 orang :
a. Ketua merangkap anggota berasal dari anggota BPD;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;



c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Bendahara merangkap anggota, dan;
e. Anggota sebanyak 3 orang.

(2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan selain dari Ketua yang

——
p—t

(2)

m—

——

ditetapkan dari anggota BPD ditetapkan dalam musyawarah dan/atau
melalui mekanisme pemilihan dari anggota Panitia Pemilihan itu
sendiri.

f
Pasal 10

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari

unsur Perangkat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) karena :

a. Meninggal dunia;

b. Atas permintaan sendiri; dan

c. Diberhentikan.

Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) huruf ¢, karena :

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap;

b. Berstatus tersangka dalam tindak pidana;

c. Melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini;

d. Melanggar azaz netralitas, jujur dan adil;

e. Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 11

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3),

mempunyai tugas ;

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi

dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati

melalui DPMD yang dikctahui Camat;

Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

Mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;

Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

. Memlfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat
pemungutan suara;

i. Melaksanakan pemungutan suara;

e TS
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J. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan



(2)

mengumufmkan hasil pemilihan;

k. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

1. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal

kewajiban :

a. Bersifat mandiri dan tidak memihak;

b. Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan
kepada BPD dengan tembusan Camat;

c. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala
Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati
melalui DPMD diketahui Camat.

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada BPD.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf i, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pembantu
penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.

Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan
dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun. "

Paragrap 3
Pendafataran Pemilih

Pasal 13

Syarat-syarat pemilih adalah :

a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa, yang bersangkutan
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Desa
tersebut;

b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah
menikah;

c. Tidak terganggu jiwa/ingatannya;

d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;

f. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam
suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945
seperti gerakan separatis, gerakan inskonstifusional untuk
mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar



(1)
(2)

(3)

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
g. Desa yang masih berstatus Desa Persiapan, maka Penduduknya
menyalurkan Hak Pilihnya di Desa induk.
Seorang pemilih hanya didaftar 1(satu) kali dalam daftar pemilih.
Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.

Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani
oleh petugas pendaftar yang didaftar oleh kepala dusun atau panitia
pemilihan dan dibuat tiap Dusun.

Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan menjadi DPS.

DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainya selama
4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkanya DPS untuk
memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Pemilih, Masyarakat atau keluarga dapat mengajukan usul
perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :

Penulisan nama dan/atau identitas lainya;

Pemilih yang terdaftar sudah meninggal;

Pemilih terdaftar ganda;

Pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar;

Pemilih yang memiliki KTP di Desa tersebut tapi sudah tidak lagi
berdomisili.

mo a0 T

Pasal 15

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka
masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia
Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

(1)
(2)

(3)

Pasal 16

Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ke dalam DPTam.

Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3
(tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

Daftar pemilih tambahan diumumkan di tempat yang mudah dijangkau
dan diakses oleh masyarakat dan diumumkan selama 3 (tiga) hari
terhitung sejak pencatatan DPTam berakhir.



Paragraf 4
Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 17

(1) Penetapan DPT ditetapkan setelah Bakal Calon ditetapkan menjadi
Calon Kepala Desa berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa.

(2) Panitia Pemilihan, Bakal Calon dan atau Saksi mengadakan
musyawarah untuk menetapkan DPT.

{3} Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan
ditambah dengan DPS dan DPTam untuk ditetapkan menjadi DPT.

(4) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dituangkan dalam Berita Acara.

{5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar
diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di
tempat strategis lainya.

Pasal 18

(1) DPT digunakan sebagai dasar :
a. Pemberian dukungan pemilih kepada Bakal Calon yang ditetapkan
sebagai Calon;
b. Pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan
peralatan lainya.
(2) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan
Daftar Pemilih Tetap untuk TPD.

Pasal 19

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak
dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan
membubuhkan catatan dalam Daftar Perailih Tetap pada kolom keterangan
“meninggal dunia”.

Pasal 20

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih vang
telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia
Pemilihan.
‘Bagian Kedua
Tahapan Pencalonan
Paragraf 1
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 21
(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Warga



Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a.
b.
(o

-

—_.

-

Warga Negara Republik Indonesia;

Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama
atau sederajat;

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;

Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal dalam Wilayah
Kabupaten Konawe;

Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berbadan sehat;

Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

. Mampu Baca Tulis Al Qur’an bagi yang beragama Islam;

Tidak sedang menjabat menjadi Penjabat Kepala Desa, BPD dan
atau organisasi politik lainya.

(2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1, adalab 3 (tiga) kali dilantik sebagai
Kepala Desa Terpilih.

(3) Yang dimaksud dengan tidak sedang menjabat menjadi Penjabat Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, adalah pada saat
mengajukan diri atau menyatakan diri sebagai bakal calon Kepala Desa
tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Kepala
Desa tidak diberikan cuti.

Pasal 22

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf d, antara lain meliputi, Pondok Pesantren, Madrasah dan Sekolah
yang kesederajatanya ditetapkan oleh Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang — undangan.



Pasal 23

Setiap penduduk masyarakat yang berminat menjadi Bakal Calon,
mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai 6000 {enam ribu) yang
dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan
administratif.

Pasal 24

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
terdiri atas :

a.

o)

[

m

Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;

Surat Pernyataan bermaterai 6000 {enam ribu}, berisi :

1) Pernyataan bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2} Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Ncgara Kcsatuan Republik Indoncsia dan Bhincka Tunggal lka;

3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5§ {lima} tahun atau lebih, dan S

(lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara,;

5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6) Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan;

7) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan vang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak

““A.-.

1 pidana pcnjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih atau 5 (lima) tahun pidana penjara dan tidak
melakukan perbuatan berulang-ulang.

Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang
dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai hukum tetap;

Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala
Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan,;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian
Resor Konawe;

UL gy . o P [ P
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Surat Keterangan Berbadan Schat dan Bebas Narkoba dari Dokter
RSUD Kabupaten Konawe;

Surat Keterangan bisa baca tulis Al Qur'an dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan



i. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe;

Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

k. Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang;

m. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;

Foto copy ljazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah,
dan atau pendidikan lain yang sederajat dan [jazah sebelumnya
vang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :

AvFEA Ay enluan rera ala A

L

[om—

£

1) Foto copy jjazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang
mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala
Dinas Pendidikan dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota;

Foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan 1jazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang
mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala
Dinas Pendidikan dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota; atau

&
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dibuktikan dengan foto copy ijazah/STTB yang dilegalisir oleh
Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala KantorKementerian Agama
Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;

4) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan
foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang
berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud
pernah berdiri;

S) Apabila jjazah/STTB pclamar karcna scsuatu dan lain hal tidak
dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelarnar wajib
menyertakan foto copy surat keterangan pengganti vang
berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh

Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB vang
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6) Apabila 1_]azah/ STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak
dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah
tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti
nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama
sekolah baru, pelamar wajib menyertakan foto copy surat

keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan
11-::'7-;:11 {STTR yang dikehiarkan dan r!llprrgl1eaq1 oleh Kenala Dinas
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Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

(2) Kepala Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota bertanggung



(2)

jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang
berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima
ijazah /STTB yang berasal dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 25

Apabila Bakal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah

menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :

a. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisasi
sebagaimana ketentuan Pasal 24 huruf n Peraturan Bupati ini;

b. Foto copy ljazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dilegalisasi
oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh
pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta yang bersangkutan.

Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat pelamar berkuliah

telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan Perguruan

Tinggi Negeri atau Swasra yang baru.

Paragraf 2
Calon dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan PNS
dan Anggota TNI/POLRI

Pasal 26
Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak
ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan calon terpilih.
Dalam hal Kepala Desa diberi cuti bila masa jabatan Kepala Desa
terhitung sejak dibukanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sisa masa jabatan Kepala Desa 1
(satu) bulan.
Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), melampirkan surat pemberitahuan cuti dan
ikut serta mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat.
Dalam hal melampirkan Surat Pemberitahuan Cuti sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (3), maka Camat mengeluarkan Surat ljin Cuti
Kepada Kepala Desa atas nama Bupati.
Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan
sebagai calon Kepala Desa.
Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 27
Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa

diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal
Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan
calon terpilih.

Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan- permohonan izin



cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

(3) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa tidak mengeluarkan
Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat
Desa dimaksud.

(4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap
oleh Perangkat Desa lainya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Py
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Pasal 28

Bagi pelamar Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari anggota BPD atau
Lembaga Desa lainya harus melampirkan surat pengunduran diri dari
Keanggotaan atau kepengurusain.

Pasal 29

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina
Kcpegawaiaii.

(2) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, melampirkan izin
tertulis dari Sekretaris Daerah atas usulan dari Pimpinan Instansinya.

(3) PNS dari luar Kabupaten dan Instansi Sektoral/Vertikal melampirkan
izin dari Kepala Instansi Sektoral/Vertikal yang bersangkutan ditingkat
{abupaten/Kota/Provinsi dan atau ketentuan lain yang mengatur dari
Instansi Sektoral/Vertikal pegawai yang bersangkutan.

(4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud padas ayat (1),
terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatanya selama menjadi Kepala Desa
tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak mendapatkan tunjangan

Kepala Desa dan penghasilan lainya yang sah.
Pasal 30

Ragi pelamar yvang berasal dari anggota TNI/POLRI yang mendaftarkan diri
sebagail Bakal Calon Kepala Desa harus melampirkan izin tertulis dari
pimpinan yang bersangkutan atau sesuai dengan ketentuan perundang
undangan vang berlaku yang diatur di TNI/POLRI.

Pgsal 31

Bagi pelamar Bakal Calon Kepala Desa selain persyaratan yang ditentukan
pada Pasal 26, 27, 28, 29 dan 30 Bakal Calon Kepala Desa juga harus
memenuhi ketentuan syarat administrasi lainya sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan ini.



(1)

(1)

(2)

(1)

Pasal 32

Berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
yang dimaksud pada Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 harus sudah
dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan di
Desa.

Berkas administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibuat
sebanyak 3 {tiga) rangkap.

Paragrafs

Penjaringan dan Penyaringan Calon
Pasal 33

Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di
Kantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainya selama 10 {sepuluh)

Ty v
[iall.

Panitia Pemilthan menetapkan jam buka pendaftaran dan jam tutup
pendaftaran melalui papan pengumuman di Kantor/Balai Desa atau
ditempat strategis lainya.

Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal
Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi
pencalonan dan hanya menerima berkas Bakal Calon yang telah
lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28,
29 dan 30 dalam Peraturan ini. '
Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam
rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1(satu) lembar untuk vang
bersangkutan, 1 (satu) lembar untuk arsip Panitia Pemilihan dan 1
{satu) lembar lagi untuk Panitia Pemilihan Kabupaten atau DPMD.
Apabila Panitia Pemilihan ada keraguan dan menemukan kejanggalan
baik itu dari Panitia Pemilihan atau atas saran masukan dari
masyarakat maka Panitia Pemilihan melakukan upaya pembuktian

keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon kepada

lembaga atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan
keterangan.

Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan
tertulis.

Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak mcmenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan
30 maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal
Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 34

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persvaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 kurang dari 2



(dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang atau menambah waktu
pendaftaran 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diumumkanya
perpanjangan pendaftaran Bakal Calon.

(2) Apa bila dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap
kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu sampai dengan batas
waktu pendaftaran ditutup oleh Panitia Pemilihan maka Panitia
Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati
melalui Camat ditembuskan kepada DPMD bahwa proses pencalonan
tidak dapat dilanjutkan lagi.

(3) Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa apabila Bakal
Calon yang memenuhi syarat administrasi kurang dari 2 (duaj orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan waktu yang
ditetapkan kemudian.

(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati akan mengangkat Penjabat
Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe.

Pasal 35

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 lebih dari

S (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan berupa :

(1) Tertulis dan wawancara.

(2) Tes tertulis seperti yang dimaksud ayat (1) adalah tes yang pertanyaan
soal dan jawaban di siapkan oleh Panitia Kabupaten.

(3) Hasil tertulis di umumkan pada hari yang sama.

Pasal 36

(1) Apabila terdapat nilai yang sama' dalam hasil tes tertulis, maka
dilakukan wawancara.

(2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan terkait mekanisme, cara dan metode pelaksanaanya
di Desa

Pasal 37

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29
dan 30 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5
(lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon
Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak dibukanya
pendaftaran Bakal Calon sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24,
25, 26, 27, 28, 29 dan 30 diumumkan kepada masyarakat.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 4
Penetapan Calon
Pasal 38
Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

dan Pasal 35 Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu
Keputusan Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada
BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Dalam hal Panitia Pemilihan telah menetapkan Calon yang memenuhi
syarat, maka paling lambat 2 (dua) hari dilakukan penentuan nomor
urut dengan cara diundi secara terbuka oleh Panitia.

Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam
daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon
Kepala Desa.

Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon dan nomor urut Calon
Kepala Desa yang berhak dipilih melalui papan pengumuman,
Kantor/Balai Desa atau tempat strategis yang mudah dijangkau paling
lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan dan pengumuman bersifat
final dan mengikat.

BAB V
KAMPANYE DAN MASA TENANG
Bagian Kesatu
Kampanye

Pasal 39

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat Desa.

Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3(tiga) hari
dan dilaksanakan mulai “H-6 (enam)” sampai dengan “H-3 (tiga)” dari
pelaksanaan Pemungutan Suara.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada
pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di lokasi yang
telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 40

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), memuat
Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang
ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.



Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dapat
dilaksanakan melalui :

o poop

(1)

(2)

Pertemuan terbatas;

Tatap muka;

Dialog;

Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 42
Pelaksanaan kampanye dilarang :

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia ;

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau
Calon yang lain;

d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. Mengganggu ketertiban umum;

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau Calon lain;

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;-

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan;

i. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada
peserta kampanye.

Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang

mengikutsertakan :

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa;

c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 43

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dikenai sanksi :

a.

b.

(1)

Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan
walaupun belum terjadi gangguan; dan

Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau
di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap
keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Kedua

Masa Tenang
Pasal 44
Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan



suara.
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Kesatu
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 45

(1) Paling lambat (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau
sesuai dengan hasil musyawarah rantara Panitia Pemilihan dengan
Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat
undangan kepada pemilih.

(2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia
Pemilihan melaksanakan :

a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan,
sclanjutnya dibuatkan Bcrita Acara;

b. Surat undangan ditanda tangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel
Panitia Pemilihan.

(3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara
disampaikan kepada wajib pilih yang terdaftar dalam DPT harus
disertai dengan tanda terima. ;

(4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum
menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 46

(1) Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar
menyiapkan  kelengkapan peralatan lainya untuk keperluan
pemungutan dan penghitungan suara, terdini dari;

a. Kotak suara sebanyak jumlah dusun;

b. Bilik suara sebanyak jumlah dusun;

c. DPT masing-masing dusun;

d. Surat suara sebanyak DPT dan ditambah 7 % (tujuh per seratus)

An+~ THYDT.

Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;

f. Panggung untuk para Calon;

Meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, tamu undangan dan

pemilih;

P
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Pengeras suara;

Papan penghitungan suara;

Format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);

k. Spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;

Bantalan berkawat untuk surat undangan;
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m. Tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih vang sudah
menggunakan hak pilihnya;

o
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Jam dinding;

o. Alat dokumentasi;

p. Mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;

g. Foto Calon ukuran 20 R;

r. Contoh surat suara yang ditempel pada saat pemilihan di tempat

yang mudah dilihat.

Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan
dan kerahasiaan;

b. Bahan dapat dipergunakan papan atau triplek atau dapat juga
menggunakan kotak suara yang digunakan KPU yang dijadikan
inventaris di Desa;

c. Dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada
sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;

d. Disiapkan kunci.

Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi

unsur keamanan dan kerahasiaan.

Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d,

digunakan sebagai cadangan untuk pengganti suat yang rusak.

Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah

dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H atau sesuai dengan

il rTiovranraral Aantara Dasmitia Darmsilihoa Aononrn (aln aainals
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pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau saksi yang
dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukan ke kotak
suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat vang ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamananya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 47

Hari “H” pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimuiai pada
pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA, atau sesuai hasil
musyvawarah dengan Calon dapat diperpanjang sesuai situasi dan

kondisi.

Ketentuan waktu Scuagqlmaﬁa duuak’éhu Paua. ayat (a}, MENgacu pa aa
jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Apabila pemungutan suara dilaksanakan lebih dari 1{satu) TPS, maka
kehadiran Calon di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemﬂi}" diganti

foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.



Pasal 48

(1) Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut :

(2)

(1)

(2)

6)

——

——

s

a. Sebelum dimulai pemungutan suara Panitia Pemilihan meinberi
penjelasan dan pengarahan tentang tatacara memberikan suara
vang benar;

b. Panitia Pemilihan memanggﬂ saksi dari masing-masing Calon untuk

rmalal-a nnn]rc‘_n 1—11
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Calon;
c. Membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak
suara;
d. Setelah menunjukan kotak suara dalam keadaan kosong, maka
kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel
Panitia Pemilihan;
Calon menempati tempat yang telah disediakan;
Pemungutan suara;
Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara;
. Pcnghitungan suara;
Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara;
Pengumuman hasil pemungutan suara.
Rangkman kegiatan sebelum, selama, sesudah Pemungutan dan
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dapat
dilakukan perekaman dengan alat dockumentasi. '
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Pasal 49

Pemilih menverahkan surat undangan sesuai dengan vang tertera
dalam surat undangan untuk dicocokan dengan DPT dan masuk ke
pintu TS berdasarkan dusun.

Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1
(satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia
Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau
rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru stelah
menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dibuatkan Berita Acara.

Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada

U

lroe

ayat (3), pemilih menuju bilik suara untuk menetukan hak pilihnya
dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai
pilihanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.

Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat
diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Sctelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kemb
sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukan ke dalam kotak
suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya pemilih

menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada
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(5)

(1}

(2)

(1)
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(3)

(4)

tinta yang disediakan.

Pasal 50

Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan
menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat
didampingi anggota keluarganya.

Bagi pemilih yang sakit dan tidak bisa hadir di TPS

Pemilihan mendatangi rumah yang bersangkutan yang didampingi oleh
saksi masing-masing Calon.

Pemilih yang sakit dirumah tetap diberikan hak untuk memberikan
suaranya dalam pemilihan dengan cara Panitia Pemilihan dan saksi
membawakan kertas surat suara dan alat coblos.

Pemilih yang sakit dirumah diberi kesempatan mencoblos setelah
pemilih yang lainya sudah selesai semua memberikan suaranya di TPS
dengan cara Panitia Pemilihan menghitung dan mendata wajib pilth
yang tertera dalam DPT yang tidak hadir karena sakit dirumah dan
memanggil Calon dan saksi untuk bersama menghitung jumlah suara
yang akan dibawah kepada wajib pilih berdasarkan jumlah wajib pilih
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Setelah proses pemilihan dilakukan oleh wajib pilih yang sakit dirumah
Panitia Pemilihan kembali ke TPS dan menghitung jumlah surat suara
bersama Calon dan saksi sesuai jumlah wajib pilih yang sakit dan
memasukanya kedalam kotak suara berdasarkan DPT tiap dusun.
Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan
pemilih yang bersangkutan.

Pasal 51

Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan
pemungutan suara.

Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) Peraturan ini.

Pasal 52

BPD, Panitia Pemilihan, Calon dan saksi masing-masing Calon hadir
ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit
sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan
menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan
menyampaikan secara tertulis dan kehadiranya digantikan dengan foto
yang bersangkutan berukuran 20 {dua pulh) R.

Gambar atau Foto Calon penempatanya harus sesuai dengan urutan



(1)

(2)

(4)

(4)

yang ada dalam surat suara.
Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan

membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 53

Sebelum  pemungutan suara  berakhir, Panitia Pemilihan

mengumumkan:

Pemungutan suara akan segera ditutup;

b. Kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang
belummenggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakann hak
pilihnya;

c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum
hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah

ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan

penghitungan suara.

Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta

Saksi mcnandatangani Berita Acara pcmungutan suara.

Setelah Berita Acara pemunguta suara ditandatangani, Ketua Panitia

Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme

pelaksanaan penghitungan suara.

Fl)

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 54

Sebelum  pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan
memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan
penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat vang telah
ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat
mcmindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain  yang
memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan suatu
Berita Acara.

) Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon, untuk

melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari

MNalae

Panitia Pemilihan melakukan beberapa hal, yaitu :

a. Menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokan
dengan jumlah undangan vang masuk ditiap dusun;

b. Apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi

selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi:
) g g g1,

c. Apabila penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b
terjadi selisih lagi, maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan
atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam Berita Acara.



(5)

)

(8)

(9)

(1)

(1)

2)

Dalam hal mPanitia Pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka dilanjutkan
penghitungan suara.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan

sesuai dusun masing-masing.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat {6), dilakukan

dengan cara :

a. Surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;

b. Surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut
perclehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan
selanjutnya dimasukan ke kantong atau tas plastik;

c. Hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di
papan penghitungan vang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka
dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara

vang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 55

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;

b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat

c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas
pemilih;

d. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang
berhak dipilh;

. Mencoblos surat suara
disediaka;

f. Tidak dicoblos sama sekali;

g. Surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto
Calon;

h. Surat suara yang dicoblos tembus dan merusak kertas suara bagian
lainya diluar tanda gambar calon.

Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan

kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

1 1
tidak dengan alat pencoblos yang telah
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Pasal 56

Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan bersama Calon
dan/atau Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan
Suara.

Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani
oleh saksi dan/atau Calon, maka Hasil Penghitungan Suara tetap
dinyatakan sah.



(3)

(4)

(1)

(1)

Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk
masing-masing Calon.

Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia
Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1(satu) rangkap
dan Camat sebanyak 1 (satuj rangkap.

Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (4)
diserahkan kepada BPD dan Camat pada saat Panitia Pemilihan
mengumumkan Hasil Penghitungan Suara.

BAB VII
TAHAPAN PENETAPAN
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Calon Kepala Desa Terpilih
Pasal 57

Calon vang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara
terbanyak.

Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu)
orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara
yang lebih luas

Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), adalah perolehan suara terbanyak pada tiap dusun.

Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu)
orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak ditiap-tiap dusun sama,
maka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan
perolehan suara yang lebih banyak di dusun yang DPTnya paling

banyak.

Pasal 58

Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada
BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan
Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah pemungutan suara.

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia

Pemilthan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan

mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat yang

ditembuskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten atau DPMD dengan

melampirkan :

a. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan
Calon Terpilih;

b. Asli dan foto copy Berita Acara jalanya pemungutan suara,

c. Asli dan foto copy Berita Acara hasil penghitungan suara;

d. Asli dan foto copy Berita Acara hasil prnghitungan surat suara
terbuka;



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

e. Asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu),
Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka
BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat,
DPMD dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil
Penghitungan Suara.

Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan
hasil Pemilihan Kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil

penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati

yang ditembuskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten atau DPMD.

Pasal 59

Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan
mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan
Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita
Acara.

Dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain :

DPS;

DPTam;

DPT;

Surat Suara;
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Surat/logistik lainya.
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Bagian Kedua
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 60

Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan
pengangkatan Kepala Desa paling lambar 30 (tiga puluh] hari sejak
diterima laporan dari BPD.

Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan

hasil Pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan
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Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan Berita Acara Hasil
Penghitungan Suara yang disampaikan oleh Camat atau Panitia

Pemilihan Kabupaten dan atau DPMD.
Pasal 61
Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilantik oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak



diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa
dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang — Undangan.

(2) Sebelum memangku jabatanya, Kepala Desa bersumpah/berjanii.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
“demi Allah/Tuhan, saya bersumpah, /berjanji bahwa saya akan
memenuht kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan seadil -adilnya; bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar
Negara; dan bahwa saya akan akan menegakkan kehidupan demokrasi
dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan
selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.

(4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan ditempat yang ditetapkan olch

Bupati.

Pasal 62

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan
Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atrlbut atau
sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan

Pasal 63

(1} Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak
tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menjabat paling
lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak
berturut-turut.

{3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah
Desa Pemilihan Antar Waktu.

(4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa
jabatanya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1
{satu) periode masa jabatan

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 64

Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.

(1)

(2)

(1)

BAB IX
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 65

Panitia Pemilihan membentuk TPD melalui musyawarah bersama Calon
ut:ugd_il pertlmbangdu rorum runpman Kecamatan.

Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, membahas tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Jumlah TPS;

b. Jumlah Kotak Suara;

c. Lokasi TPS.

Panitia Pemilihan menetapkan jumlah kotak suara sebanyak jumlah
dusun yang ada di Desa.

Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
tercapa: mufakat, maka TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan dengan
persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.

TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai
berikut :

a. Banyaknya jumlah hak pilih;

b. Luasnya wilayah Desa;

c. Tingkat kesulitan geografis.

Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa Panitia Pemilihan sebagal
penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat {4}.

Pasal 66

TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari
pemungutan suara.

Lokasi TPS harus berada di wilayah Desa yang akan melaksanakan
pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat —
tempat seperti dekat dengan jalan utama Desa, balai Desa atau

lapangan terbuka,

BAB X
SAKSI

Pasal 67
Calon berhak menugaskan saksi pada :

Penghitungan surat undangan;
Penulisan surat undangan;

o o

Pengedaran surat undangan;
Pelipatan surat suara;
Penukaran surat undangan denga.n surat suara;

o o



(1)

(1)
(2)

—
Pty

(4)

f. Memasukan surat suara ke kotak suara;

g. Penghitungan surat suara di meja penghitungan;

h. Penghitungan suara di papan penghitungan;

i. Dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.

Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
adalah dari unsur pemilih.

dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan harus diberi surat
tugas cleh Bakal Calon/Calon.

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada
Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan
tugasnya. _

Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menanda tangani Berita Acara
tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan
Kepala Desa.

Hsil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan
dalam Berita Acara.

BAB XI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 68

Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa
jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe sebagai Penjabat Kepala Desa sampai
dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah Desa.
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lama 6 {enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa
terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa
jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal €2
BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
Panita Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa
dan Unsur Masyarakat.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud
ayat (3), jumlahnva disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Panitia Pcmilihan Kcpala Desa Antar Waktu scbagaimana dimaksud

ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.



(1)

(2)

(3)

(5)

(1)

(2)

Pasal 70

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 avat (3)
melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
Antar Waktu.

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa
ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga)
orang Calon. '

Dalam hal jumlah Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2] yang
memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan
seleksi tambahan.

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

a. Memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;

b. Tingkat pendidikan; dan/atau

c. Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua)
orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7
{tujuh) hari.

Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)
orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala

Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 71

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan

a. Persiapan;

b. Pelaksanaan; dan

c. Pelaporan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mcliputi

a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD
paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak
Kepala Desa diberhentikan;

b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa

paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tehitung sejak

panitia terbentuk;

Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Pesa

paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

diajukan oleh Panitia Pemilihan;

d. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia
Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh
Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

f. Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan
paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang

O



(3)

(4)

(8)

Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk
ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah
esa.

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi :

a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang
teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

b. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipiih oleh
Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suarsa;

c. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan
dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah
mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh
musyawarah Desa; "

d. Peclaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan
kepada musyawarah Desa; dan

e. Pengesahan Calon Terpilih oleh musyawarah Desa.

Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada avat 3 (tiga)

huruf ¢ melibatkan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :

Tokoh adat;

Tokoh agama;

Tokoh masyarakat;

Tokoh pendidikan;

Perwakilan kelompok tani;

Perwakilan kelompok nelayan;

Perwakilan kelompok perajin;

Perwakilan kelompok perempuan;

Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

Perwakilan kclompok masyarakat miskin; atau

Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k

diwakili paling banyak S (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan
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lain.

Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dan ayat (5) dibahas dan sepakati bersama BPD dan Pemerintah

Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak

pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut c

meliputi :

a. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa
kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah
Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;

b. Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah Desa oleh

Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah



menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

c. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan

Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 {tiga puluh) hari scjak

diterimanya laporan dari BPD; dan

d. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh} hari
sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Calon
Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

(1)

(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, ayat (3}, dan ayat {4} dapat
dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang
pelaksanaanya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil
musyawaran Desa kepada Bupati.

Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 73

) Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi

v v an e e an | wmt L o 4

PEIsyaratail sCoagai Tikut

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama
atau sederajat;

e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat

mendaftar;

f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

Terdaftar scbagai penduduk dan bertempat tinggal dalam wilayah

Kabupaten Konawe;

h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

o
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o
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melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah



dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
J- ’I‘idak sedang dicabut hak pilihnya scsua.i dengan putusan

k. Berbadan sehat;
1. Mempunyai Pengalaman dibidang Pemerintahan;
m. Tidak sedang menjabat menjadi Pelaksana Kepala Desa, BPD dan
atau organisasi politik lainya.
(2) Yang dimaksud dengan tidak sedang menjabat menjadi pelaksana

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah
padg gsaat mengaiulkan diri atau mingL_l{ar\ diri qeb,:n‘;n halzal calon

mengaju men balkal calor
Kepala Desa tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa dan
Penjabat Kepala Desa tidak diberikan cuti.

Pasal 74

Pendidikan lain vang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat
(1) huruf d, antara lain meliputi, Pondok Pesantren, Madrasah dan Sekolah
yang kesederajatanya ditetapkan oleh Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 75

Setiap penduduk masyarakat yang berminat menjadi Bakal Calon,
mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai 6000 (enam ribu} yang
dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan
administratif.

acsal 76
W

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735,
terdiri atas :
a. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
b. Surat Pernyataan bermaterai 6000 (enam ribu), berisi :
1} Pernyataan bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

Pldﬂ,jlﬂ_ PLAlJmG. Hﬂllils OIIISI{CIL 5 (L mﬂ, ta—hull at-au I\Jblh, dar 5

(lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



6) Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan,
7} Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian
Resor Konawe;

d. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

e. Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

£ Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang;

g. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;

h. Foto copy ljazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah,
dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya
yang sudah dilegalisir.

Kepala Sckolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota bertanggung
jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang
berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima
ijazah /STTR yang berasal dari sekolah yang bersangkutan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat membuat ketentuan
persyaratan tambahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar
Waktu berdasarkan ketentuan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak
dan tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 77

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antar Wakiu, Pengesahan dan Pelantikan mengacu
dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

(1)
(2)

(3)

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

Camat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan tingkat kecamatan
dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai monitoring dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
Apabila hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) tidak dilaksanakan, maka Camat mengusulkan kepada Bupat
yang ditembuskan kepada DPMD untuk menghentikan tahapan
Pemilihan Kepala Desa.

Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan kajian dari Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Tahapan Pemilihan Kepala Desa yang telah dihentikan cleh Bupati,
maka Bupati tidak dapat mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa.



BAB XIII
SENGKETA PILKADES

Pasal 79

(1) Pengaduan sengketa pilkades melalui Panitia Pemilithan Tingkat
Kabupaten diselesaikan dengan melibatkan Forum Masyarakat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Camat dan Panitia Pemilihan
Tingkat Desa.

(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memfasilitasi sengketa Pilkades
melalui musyawarah mupakat Pemerintah Daerah dan DPRD

Kabupaten.

BAB XIV
PEMBUBARAN PANITIA

Pasal 80

(1} Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan
Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih dan menyerahkan
laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Pilkades kepada DPMD
melalui BPD, Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Kepala Desa yvang
ditunjuk.

(2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
ditetapkan dengan Keputusan BPD dan laporkan secara tertulis Kepada
Bupati melalui Camat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak
berlaku lagi.

DAD VT
APLALS LMV A

KETENTUAN PENUTUP DAN LAIN-LAIN

Pasal 82

Contoh Bentuk Format yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



Pasal 83

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

I

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 2/ Qklos62- 2019

BUPATI[KONAWE

'KERY SAI ONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 2/ okio8ént 2019

SEKRETARIS DAERAH

ppmpe ,L
Hokum )(



Lampiran

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Susunan Acara Pemilihan Kepala Desa
Susunan acara Pemilihan Kepala Desa .................

Kecamatan ...ccoevveeeennnnnnn.

Assalamu alaikum wr. Wh.
Dan salam sejahtera bagi kita semua

» Bapak Tim Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Konawe Bersama anggota
vang kami hormati

# Bapak Camet o Bersama staf yang kami hormati

» Bapak Danramil Kec. ....covmmemmemcenens Bersama anggota yang kami hormati
» Bapak Kapolsek Kec. .................... Bersama anggota yang kami hormati

» Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa .................. dan

segenap anggotanya yang kami hormati, serta seluruh warga
masyarakat dan para wajib pilih yang kami cintai dan banggakan

Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini ........... Tanggal .......... Bulan ............. Tahun 2019 Jam ....
WITA, bertempat di balai desa .......................... saya selaku Ketua Badan
Permusyawaratan Desa ...........cc....... Dengan ini membuka secara resmi

I P st e oot Fo P

vasvadt Attt n Daraililhnes omala
lapar pallpulila @ vllliddlall nlpala LAQULLOLALL sscsnvrsnnes

dan terbuka untuk umum

T’.'!-.\mf"\rf TYA T TT /M 7
RO UR FALU S5 A

Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara yang akan berlangsung
pada rapat paripurna Pemilihan Kepala Desa ................... Kecamatan .......
sebagai berikut :

1. Pembacaan SK panitia pemilihan tentang penetapan calon - calon
kepala desa yang memenuhi syarat untuk dipilih oleh sekretaris panitia
dan atau anggota panitia

2. Sambutan/penegasan Camat ....................

3. Sambutan ketua panitia pemilihan kepala desa sekaligus penjelasan
tehnis tata cara pemilihan kepala desa oleh ketua pemilihan kepala desa

4. Pemaparan visi dan misi calon kepala desa (masing-masing lima menit)

n

Penanda tanganan surat pernyataan siap menerima kekalashan oleh
para calon kepala desa dan mendukung kepala desa terpilih
6. Pelaksanaan pemilihan kepala desa/pemungutan suara

7. Penanda tanganan berita acara jalanya pemungutan suara oleh masing-
masing calon kepala desa, ketua panitia pemilihan

o] Davhitrimons qaiinea
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12.

13.

Pengumuman hasil perhitungan suara oleh ketua panitia pemilihan
kepala desa

. Penanda tanganan berita acara hasil perhitungan suara masing -

masing :
* Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia pencalonan dan
pemilihan kepala desa .......... SR—
» CKetug BPD s
* Masing — masing Calon
Pembacaan Sk panitia pemilihan tentang penetapan calon kepala desa

tp-r-r-nl k n]f—\h L"Pf'l‘l'.;‘l nanitia ﬂemﬂ!‘hgﬂ
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Penyerahan SK penetapan calon kepala desa terpilih dan berita acara
pemilihan kepala desa oleh ketua panitia pemilihan kepada BPD
Rapat paripurna pemilihan kepala desa ditutup oleh Ketua BPD

Dengan ucapan alhamdulillahirrabbil alamin

Setelah kita mengikuti acara demi acara pada hari ini ............ tanggal ........
Bulan ............. Tahun 2019 Jam ........ WITA bertempat di balai desa ..........
Rapat paripurna pemilihan kepala desa .................. Saya nyatakan ditutup

evaral

s e e 1

oLL-ala Lwolill.

KETOK PALU 3 X

Wassalamu alaikum wr. Wb.

Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada kepala desa terpilih
maupun calon kepala desa lainya



2. Surat Pernyataan Siap Kalah/Menang

Surat Pernyataan Sap Kalah/Menang

Yang bertanda tangan dibawah ini calon kepala desa ...............

kKecamatan ............... masing — masing :

Lo NAIME  Desuionimisieissiisig Li sovsinmasieraes
AlIEIHAY L essransssnsssanisaei

2. Nama A . S ——
Alamat .

S MEHHL. 5 Giinitasasemmsssssass e e,
Alamat - DR .

4. Nama . A v
Alamat R

Menvatakan :

L.

*)

Bahwa kami bersedia mengikuti pemilihan kepala desa

..................

kecanatarr oo yvang dilaksanakan pada hari ............. tanggal ......
tahun 2019
Kami berscdia mencerima kckalahan dan siap mendukung kepala desa

terpilih.

Disaksikan oleh :

w 0

o i B

Ketua panitia pemilihan
Camat .....ocovvnvniirnrereienens

Wammlanls

L e e e N

Ketuia BPD ovoicinasais

............................

............................

............................

............................

-----------------------

.......................



Berita Acara Perhitungan Suara
Berita Acara perhitungan suara pemilihan
Kepala Des® .......cicivieninaiinas i
LS (PR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing — masing :

1. Nama $
Jabatan : ketua panitia pemilihan kepala desa ....................
Kecamatan ................. Kabupaten Konawe
2. Nama :
Jabatan : calon kepala desa
3. Nama :
Jabatan : calon kepala desa
4. DSt s

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pelaksanaan hasil

perhitungan suara dalam pemilihan kepala desa ................ kecamatan

realbrr vt 1- e wrmemer bhoasmlaosemccmrvemoy vl ~
........... kabuyatcn £01awe yaiig OCTiarigsurng p da tai

telah dilaksanakan dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

1. Calon kepala desa an. Mendapat suara

2. Calon kepala desa an. Mendapat suara

B, DBE. ormmammmmarmsnsmanses '

e Jumlah pemilih yang terdaftar ....... orang

¢ Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya ...........
orang

e Jumlah kartu suara yang dinyatakan batal/abstain ......... orang

e Dalam pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud
tidak terdapat hal - hal yang bertentangan dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Daratirema A armtar N 1am Namar: MNarmanes 117 +alirre ) 14 oty
cératuran mEernieri waiam EECTT OITIOT 1124 waqdull «vih enan

g

Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015

tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Konawe Nomor

..... tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Dalam perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan

oleh para pemilih, calon - calon kepala desa, saksi — saksi calon

kepala desa, pengurus dan masyarakat

 Kami bersedia diberikan tindakan ssuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan
kenvataan

L [




Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa

Ketua Panitia, Wakil Ketua, Sekretaris Panitia,

Mengetahui :

Ketua BPD .....ccvevvvvinnnnnen..
1. Calon kepala desa, 2. Calon kepala desa,
3 Calon kepala desa, 4. Calon kepala desa,

R ok L T —
2. Saksicalon ....coceeeeinnnn....
3. Bak§ valobluvammaaiis



Berita Acara Pemungutan Suara

€8

Berita Acara Jalanya Pemungutan Suara

Kepala Desa ..........
Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing — masing :

Nama
Jabatan  : ketua panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa
.............. Kecamatan ............ Kabuapten Konawe.

. Nama
Jabatan : calon kepala desa

. Nama
Jabatan  : calon kepala desa
DSt civieireenencessnnrnrmnnnns

4.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa ................ Kecamatan ...............
berlangsung aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal — hal
vang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala
Desa dan Peraturan Bupati Konawe Nomor ..... Tahun 2019 Tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan 'Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kami bersedia diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan
kenyataan yang seharusnya.

Berita Acara jalanya Pemilihan Kepala Desa ini Kami tanda tangani
setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pernyataan

17¢
anitia Pencalonan dan Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa yang

menyatakan bahwa pelaksanaan telah dinyatakan sah dan teiah
berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

DatEapleait i s vwassrvson
Pada tanggal ......................

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa
Ketua Panita, Wakil Ketua Panitia,

Mengetahui :

...................................




1. Calon kepala desa, 2. Calon kepala desa,

3. Calon kepala desa, 4, Calon kepala desa,

Disaksikan oleh :




5.Contoh SK Penetapan Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......cccoceeteeenee
KECAMATAN ...ccoovvevenivenanaccnes

TT

SURAT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON - CALON KEPALA DESA
YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN,

bahwa mereka yang tersebut namanya pada
lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan
ketentuan perundang-undangan untuk dipilih
mcnjadi Kcpala Desa yang definitif.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu
ditctapkan dcngan surat Kcputusan Panitia
Pemilihan Képala DEBE .ommsennmussvana
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1I di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

cahnmatrmann i—e}alﬁ Airihalh lradiin 1rr‘11‘; s ey
DUfoimoiiiiicdiicd U A Glludssclal o liuice LAl RTLiRoils

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{(Lembaran Negara Recpublik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama
Kabupaten Kendar menjadi Kabupaten Konawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 103);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

o ; U - _
tentang Pembagian Urusan Pemernntah Antara



Memperhatikan

Menetapkan
RTAMA

_CD

10.

i1.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

AN ITﬂdr\ﬂn_ilr\Haﬂn
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Inodonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Bupati Konawe Nomor ..... Tahun
2019 tcntang Pcdoman Tcknis Pclaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa. |
Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Huruf
Al Quran bagi Umat Islam.

Hasil Penjaringan dan Penyaringan yang
dilakukan oleh Panitia Pencalonan dan
Pemilihan Kepala Desa ...........c.......... tanggal
Hasil Konsultasi Ketua Badan Permusyawaratan
Desa dan Ketua Panitia Pencalonan dan
Pemilihan Kepala Desa ............... Kecamatan
........... tangoal
Hasil investigasi Tim Monitoring dan Evaluasi
Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan
......................... tanggal ......ccuvunen.

Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon
Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk
dipilih pada tanggal ..................

..................

Mereka yang namanya tersebut pada lampiran
keputusan ini ditetapkan sebagai calon-calon kepala
desa yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi
kepala desa yang definitif;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan

Kepada calon kepala desa yang ditetapkan memenuhi
syarat untuk dipilih sebagaimana dalam lampiran
keputusan ini diharuskan hadir/tidak dapat diwakili
dan duduk ditempat yang telah ditentukan oleh
panitia guna menyaksikan dan mengikuti jalanya

r ™ it11vorn oltnra  aoartn
pemilihan sampai selesal perhitungan suara seria

menanda tangani Berita Acara Pemilihan telah
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil, aman, tertib, lancar sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Bagi calon kepala desa yang ditetapkan memenuhi
syarat untuk dipih dan tidak hadir/duduk ditempat
yvang telah disediakan panitia tanpa alasan yang jelas
dan tertulis pada saat pemilihan berlangsung sampai
selesai Pemilihan Kepala Desa dmyatakan gugur;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tangga!l ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Konawe di Unaaha (sebagai laporan);

2. Ketua Tim Evakuasi dan Monitoring Kabupaten;
3. Kepala Dinas PMD Kab.Konawe di Unaaha;

G, CATHEL v s !

5. Danramil ............... RoCatnalBn e 5

6: Kapolsek ......cwsmoms Kecamatan v el

7. KepalaDesa ccovvveveenviiniiiiiinencnnenene. :

8. Masing-masing yang bersangkutan  untuk

diketahui.
Ditetapkan di ......coeeuevenevnnnennn...

Padatanggal ......c..cocvvvenvenvnannnn....
KETUA PANITIA PEMILIHAN




DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......
NOMOR
TANGGAL

NO. KECAMATAN/DESA NAMA KETERANGAN

1 &2

A
=

Lo

KETUA PANITIA

ttd




6.Contoh Penetapan SK Calon Kepala Desa Terpilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....... LT
KECAMATAN ........... -

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......... T
NOMOR TAHUN 2019

Menimbang S - 1
b.

A nam e e

ivl \.-J..I.EJ.]J.E L
2.
3.
4.
5.

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

=t

PANITIA PEMILIHAN,
bahwa dengan selesainya Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa ........... Kecamatan
............... » pada tanggal .o

bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat [1 di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Q"') 3N mtalya ™ T
Tt:\_.l.ll-ll.\ 2004 Lentans J.\.,m\..;uu.ax.lcux wacran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

mhn Neo Rarmithlils Tndn~

Desa lu\.,;.uuﬂu all  INze &a _eépucuk 1NGonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama

7 At -~ ~l P el s semrls al +oen 1 e
naosupaicn Kendar mehnjadl naocupaitii nonawc



Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 103);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)

scbagaimana tclah diubah dcngan Dcraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717});

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Inodonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4

Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Konawe Nomor ..... Tahun

2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2003

[
[

tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Huruf
Al Qur’an bagi Umat Islam.
1. Berita Acara Jalanya Pemilihan Kepala Desa ....
2. Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan

Kepala Desa .o

MEMUTUSKAN

Menetapkan yang tersebut namanya pada lajur 2

Tt L

pada lajur 4 dari Daftar Lampiran Surat Keputusan
ini.

Mengusulkan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati



Konawe untuk Pengesahan Pengangkatan sebagai

Kepala Desa.
KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tan

ggal ditetapkan
perbaikan

dengan ketentuan = akan diadakan
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat X

ini.

e e e

Ditetapkiifl i ssssssammsmmmsrsvs

Pada tanggal

KETUA BPD,

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Konawe di Unaaha (sebagai laporanj;,

2. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten di Unaaha;

3. Kepala Dinas PMD Kab.Konawe di Unaaha;

& CEIRBL covonomsmsnmusmmnnsmsonssms :

5. Danramil ....oevveviiiieiiiiiiiinnn. Kecamatbn ... amesemnes :
6. Kapoliek unsmmmmnnmsnsss Kecamatbl  qevsvemvssssmnnss 1
T. Kepals DSt uasiiisissismsanss -

8. Calon Kepala Desa vang Terpilih;

a, ;"‘;I‘Sip.



DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR
TANGGAL

KECAMATAN/DESA
)

NAMA KETERANGAN
2

<

el
4

¢

KETUA PANITIA PEMILIHAN

ttd




Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Tetap

Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilihan Tetap

Pada hari ini ....... tanggal e 150 [=1 o SR R—— tahun dua ribu
sembilan belas telah dilakukan rapat musyawarah penetapan daftar
pemilihan tetap, daftar pemilihan tetap yang disepakati bersumber dari
DPS, dan DPTambahan yang pendataan dan pendaftaranya telah
terjadwal sesuai jadwal.
Daftar pemilihan tetap sebanyak jumlah p
yang sudah disepakati bersama tidak dapat dirubah lagi. Setelah
diberikan kesempatan kepada bakal calon dan saksi bakal calon untuk
menanggapi dan tidak ada komplain atau sanggahan maka DPT ini
ditetapkan sebagai daftar pemilihan tetap untuk digunakan pada saat
marmilil s arala

1
IJ\,—lllllll 10111 ‘{\.rl.’ﬂ.la dhaﬂ.

Demikian Berita Acara ini disepakati bersama, yang bersifat mengikat.
Disepakati bersama :

Calon Kcpala Desa Calon Kepala Desa Dst.

Nama dan ttd Nama dan ttd

...........................................................

Panitia Pemilihan

Ketua Wakil Ketua Sekretaris
Nama dan ttd Nama dan ttd Nama dan td
Bendahara ‘Anggota DI conesmonmnanns

.................................................



Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon
Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon

Pada hari ini ............ pada tanggal ........... BUIEAY  woummmppmipees tahun
dua ribu sembilan belas telah ditetapkan hasil penjaringan nama-nama
bakal calon kepala desa yang menjadi calon kepala desa oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang
berlaku berdasarkan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 Peraturan Bupati

Nomer .... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan memperhatikan persyaratan dimaksud maka ditetapkan nama-
nama bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat menjadi calon

kepala desa adalah :

NO. NAMA BAKAL CALCN KETERANGAN !
1. | Diisi Nama Calon Diisi dengan keterangan
memenuhi syarat atau

tidak memenuhi syarat

2. DSt

| 3. o[-

Ditetapkan bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan hasilketetapan
ini menjadi Keputusan Pinal dan Mengikat.

Panitia Pemilihan

Ketua Wakil Ketua Sekretaris
Nama dan ttd Nama dan ttd Nama dan ttd
Bendahara Anggota 1 - SO

Nama dan ttd Nama dan ttd

.........................................................



Berita Acara Pengecekan Surat Undangan
Berita Acara Pengecekan Surat Undangan

Pada hari ini ................. tanggal ................ =151 £ SR tahun dua
ribu sembilan belas Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama Calon
Kepala Desa/Saksi Calon telah melakukan pengecekan daftar nama-
nama undangan dan kesesuaian dengan DPT maka surat undangan
dinyatakan sesuai dan benar. Setelah diberikan kesempatan kepada
calen/saksi calon untuk menanggapi dan tidak ada komplain atau
sanggahan maka surat undangan ini ditetapkan sebagai alat yang sah
kepada wajib pilih untuk datang memilih.

Disepakati bersama :

------------------------------

Ketua

Nama dan ttd

Bendahara

Nama dan ttd

.............................

Panitia Pemilhan

Walkil Ketua

Nama dan ttd

........................

Anggota

Nama dan ttd



e |

10. Berita Acara Pengecekan Surat Suara

Pada hati s tanggal .............. bulan ..o tahun dua ribu
sembilan belas Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama Calon Kepala
Desa/Saksi Calon telah melakukan Pengecekan Jumlah Surat Suara
sesuai dengan Jumlah DPT maka surat suara yang dicetak yang akan
digunakan sebagai alat pemilihan yang sah. Dengan Jumlah
surat suara dan sebanyak Jumlah ............. surat suara cadangan
dinyatakan sesuai dan benar. Setelah diberikan kesempatan kepada
calon/saksi calon untuk menanggapi dan tidak ada komplain atau
sanggahan maka surat suara ini ditetapkan sebagai alat yang sah
kepada wajib pilih untuk memilih.

Disepakati bersama :

...........................................................

Ketua Wakil Ketua Sekretaris
Nama dan ttd Nama dan ttd Nama dan ttd
Bendahara Anggota DBEssnsansiiiinmes
Nama dan ttd Nama dan ttd

......................................................

BUPATI KONAWE

/KERY SAIFULVKONGGOASA

L



